
 

 
 

 
 
 

 
 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG  

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG  

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang 

Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang … 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor  138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor  110, Tambahan 
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 

 15. Peraturan … 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2014  Nomor  92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Neraga Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Neraga 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2019  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Nomor 77); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 88); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 5); 

24. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2021 Nomor 95). 

 

MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas: 

a.    Pendapatan  
1. Pendapatan Asli Daerah   Rp    701.215.210.764,00  

2. Dana Perimbangan  Rp 1.446.012.395.138,00  

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah   Rp    711.843.210.922,00  

Jumlah Pendapatan   Rp 2.859.070.816.824,00  

b.  Belanja  
1.  Belanja Tidak Langsung  

a)  Belanja Pegawai  Rp 1.029.602.944.074,00  

b) Belanja Bunga  Rp           636.702.667,00  

c)  Belanja Hibah  Rp    130.358.005.681,00  

d)  Belanja Bantuan Sosial  Rp      19.369.197.717,00  

e)  Belanja Bagi Hasil  Rp      25.117.211.000,00  

f)  Belanja Bantuan Keuangan  Rp    400.651.854.350,00  

g)   Belanja Tidak Terduga  Rp      88.318.571.008,00  

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp 1.694.054.486.497,00  

c. Belanja Langsung  
   1. Belanja Pegawai  Rp    154.158.843.464,00  

   2. Belanja Barang dan Jasa  Rp    744.775.125.309,00  

   3. Belanja Modal  Rp    371.988.142.668,00  

       Jumlah Belanja Langsung   Rp 1.270.922.111.441,00  

       Jumlah Belanja  Rp 2.964.976.597.938,00  

Surplus/Defisit (Rp    105.905.781.114,00)  

d. Pembiayaan :  
1. Penerimaan    Rp    219.050.727.587,00  

2. Pengeluaran   Rp      59.150.000.000,00  

Jumlah Pembiayaan Neto   Rp    159.900.727.587,00  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan  

 Rp      53.994.946.473,00  

 
Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 … 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.  

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 3 September 2021 

BUPATI SERANG, 

 

ttd 

 

RATU TATU CHASANAH 

 

 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 3 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

 

ttd 

 

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 35 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 


